PUTUSAN
Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA. Tbh
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadian Agama Tembilahan yang memerksa dan mengadili perkara
Corai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan MHakim Majelis telah
menjatulkan pulusan sebagai berkut dalam perkara antan |
Cumur 27 tahun, agama Isiam, pendidikan SLTA,
pekeraan Petani, tempat tinggal di Jalan Pelita Jaya Gang
Pelita 78 RT.005 RW. 014 Kelurahan Tembilahan Hulu
Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragint Milir |
sebagai * Pemohon”
melawan
umur 21 tabun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerdaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal i Parit
Karim RT 002 RW. 001 Desa Tekulsi Hulu Kecamatan
Tanah Merah  Kabupaten Indragii  Milir, sebaga
"Termohon”,
Pengadilan Agama tersebut |
Telah mambaca dan mempelajar berkas parkan,
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memertksa buktl surat dan
saksi-saksl di persidangan,
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tetanggal 21 Februari
2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor
0174/Pat GRR2OTB/PATUD, tanggal 21 Februar 2018 mengemukakan hal-hal
sobagal berkut
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isterl sah, menkah pada
tanggal 14 Juni 2012 dihadapan Pegawal Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Propins)
Kepulauan Risu, sebagaimana Buku Kutipan Akta  Nikah  Nomor
280/30A12012, tertanggal 14 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan tamebut,
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2 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami ister (ba'da dukhul), belum dikaruniai
anak,

3 Bahwa selama dadam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
hidup barsama sebagal suami isterd, bertempat tinggal o rumah orang tua
Termohon di Tanjung Pinang selama kurang lebih 1 bulan dan terakhic pindab
di rumat orang tua Pemohon di Desa Tekulal Hulu hingga berpisah,

4. Bahwa sejak bulan Jull tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak rukun dan tidak hammonis lagi karena senng tenadi
perselisthan dan pertengkaran, yang penyebabnys adalah
« antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakan tentang tempat

tinggal bersama.
= kaena ikut campumya orang tua Termohon dalam masalah rumah tangga,

5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon
tenadl pads bulan November tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan
Pemohon pada alamat sebagamana tersebut di atas sehingga sampal
sokarang Inf telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang § tahun 2 bulan,
selama  berpisah  lersebul antars  Pemohon  dengan  Tarmohon  sudah
dupayakan rukun kembal, akan tetapl bdak berhasil,

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadsan rumah tangga
Pamohon dengan Termohon tidak mungkin diparsatukan lagi, dan Pemohon
tidak sanggup lagl untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon,

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkarmm inl sesual  dengan
ketentuan yang beraku,

Berdasarkan alasarnvdahl-dalll tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketus

Pangadian Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar

sogera memenksa dan mengadili perkaca inl, selanjutnya menjatubkan putusan

sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cersi Talak Pamohon untuk
seluruhnya,
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2. Member zin kepada Pemohon untuk
menjatunkan talak satu raft terhadap Termohon
didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hikum;
SUBSIDAIR :
Atau © Jikia Majohs Makim berpendapat lan, mohon kiranys membenikan putusan
yang seadil-adiinya (ex aequo et bono),

Bahwa pada har persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadic
sandint di persidangan, akan tetapi Termaohon tidak hadic dan tidak pula menyuruh
orang Iain sebagal wakil atau kuasanys, meskipun menurut relaas panggilan
Nomor 0174/Pdt G/2018/PA Tbh tanggal 27 Februari 2018 dan tanggal 13 Maret
2018 Termohon telah dipanggl secara resmi dan patut, sedangkan tidak
hadirannya tersebul tanpa alasan yang sah,

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamakan dengan cara
menasihatl Pemohon untuk bersabar dan kumput kemball dengan Termohon
sebagai suami ister, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadic di persidangan, maka mediasi
sobagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2018 Jo Pasal 154 R By tidak dapat dilaksanakan, begitu juga
keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan,

Bahwa pemenksaan perkara inl dilanjutkan dengan membacakan surat
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertshankan oleh Pemohon,

Bahwa untuk  mempaerkuat  dall  permohonannys,  Pemohon  telah
mengajukan buktl surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor |
20073012012, yang asiinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau, tanggal 14
Juni 2012, 1alu Majelis memerkss bukti surat tersebut dan maencocokkan dengan
aslinya ternyata cocok sena telah bemmeteral cukup oleh Ketua Magwlis diben

tanda P

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan
bukt saksi-aaksi sebagal benkut |
1 ., umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan

SMEA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Bersama |l Kelurahan
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Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Muly, Kabupaten Indragin Hille, di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai benkut

~  Bahwa saksi mengenal Pamohon dan Termohon karena sebagai teman
Pamohon,
Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah susmi-ister yang sah, setelah
menikah Pemohon dan Termohon bedempat tinggal di rumah orang tus
Termohon di Tanjung Pinang selama kurang lebih 1 bulan dan terakhir
pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa Tekulal Hulu hingga berpisah,
Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan
harmonis sebagaimana layaknyas suami isterd, belum dikarunial anak;

~  Bahwa sejak bulan Juli 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tidek rukun dan tidak harmonis lagl karena sering tenadi
perselisihan dan pertengkaran,
Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan  Termohon
disebabkan karena orang tua Termohon Ikut campur dalam urusan rumah
tangga Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak
ada kesepakatan tempat tinggal bersama, Termohon ingin tinggal bersama
orang tuanys sedangkan Pemohon ingin tinggal bersama oreng tuanys,
Bahwa hingga sekarang ini antars Pemohon dengan Termohon sudah
berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 2 bulan, Termohon
pergl meninggalkan Pemohorn,

< Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun
kembali, akan tetap: tidak berhasi,

2 Cumur 23 tahun, agama Isiam, pendidikan
SLTA, pekeraan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelita Jaya
Kelurahan Tembllahan Huly, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragin Hilir,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berkut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai teman
Pamohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istert yang sah, setelah
mankah Pemohaon dan Termohon bedempat tinggsl di rumah orang tua
Termohon & Tanjung Pinang selama kurang lebih 1 bulan dan terakhic
pindan di rumah orang tua Pemohon di Desa Tekular Huli hingga berpisah;

Hadivnan A dact 10 halomand
Putiuaan Nomne Q1 T4, G0 TIRFA Thh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

« Bahwa tumah tangga Pemohon dengan Termohon sudab rukun dan

harmonis sebagaimana layaknys suami isterd, belum dikarunial ansk,
Bahwa sejak Jull 2012 keadaan rumah tanggas Pemohon dengan Termohon
tidak rukun dan tidak harmonis lagl kasrena sering tenadi perselisinen dan
partengkaran,
Bahwa perselsihan  dan  perdengkaran  Pemobon  dengan  Termohon
disebabkan karena orang tua Termohon kut compur dalam urusan rumah
tangga Pamohon dan Termohon dan antaca Pemohon dan Termohon tidak
ada kesepakatan tempat tinggal bersama, Tarmohon ingin tinggal bersama
orang tuanys sedangkan Pamohon ingin tinggal bersama orang tuanya;

«  Bahwa hingge sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah
berpisah tempat tinggal selsma kurang lebih & tahun 2 bulan, Termohon
perg meninggalkan Pemohon,

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rkun
kembali, akan tetap! tidak berhasil,

Bahwa Pemohon selanjutnys menyatakan tidak akan mengajukan sesuaty
apapun dalam perkara ini dan telah menyampalkan kesimpulannys yang pada
pokoknya telap sebagaimana surst permohonannya serta memohon perkara ini
000 diputuskan,

Bahwa untuk memparsingkat uraian putusan Ini, Majels cukup menunjuk
hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara,

‘ PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang. bahwa maksud dan tujusn permohonan Pemohon adalah
sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesusi pasal 145 RBg jo pasal 28 Peraturan
Pemetintah Nomor § Tahun 1878, Pemohon dan Termohon telah dipanggll
Secara resmi dan patul untuk menghadap dipersiiangan, terhadap panggilan
mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan
Termohon tidak hadir dan tidak puls menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kussatyn tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak
melawan hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadic dan
permohonan Pemohon dapat diputus dangan verstek sesus ketentuan Pasal 149

ayat (1) R By
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Futiisan Nomow 0t P4/ G20 18PA Thiv

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Menimbang, bahwa pertama-tama harus diperimbangkan adalah tentang
hubungan hukum. maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata
adalah akta autentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-
intri yang sah, manikah pada tanggal 14 Juni 2012, dengan demikian Pemohon
adulah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkar
ik,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan,
maka Majels Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana
dikehendaki oleh pasal B2 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1689
yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2008, pasal 154 R Bg dan pasal 131 Kompilasi Mukum Islam serta Peraturan
Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majels Hakim
sudah berupaya secara maksimal menasihatl Pemohon agar bersabar dan rukun
kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tarmohon tetapi tidak berhasil
maka pemaeriksaan perkara ditanjutkan dengan pembacaan surat permohonan
Pamohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Menimbang, babwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan agar
diberkan Zzin untuk menguocapkan ke talak satu terhadap Termohon di depan
sidang Pengadilan Agama Tembilahan adalah karena rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah
saring terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dengan
Termohon tidak ada kesepakan tentang tempat tinggal bersama dan ikt
campurnya orang tua Termohon dalam masalah rumah tangga dan antara
Pamohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama
kurang lebit 5 tahun 2 bulan lamanya;

Memmbang, bahwa untuk menguatkan dall permohonannya, Femohon
lelah mangajukan buktl surat ( P ) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti
mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut inf,

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai
condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkars ini,
sehinggs tidak periu divtang lagt.

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah
keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon sehingga patut diyiskini batwa
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kedus saksi tersebut mengetahul keadaan rumah tanggs Pemohon dengan
Termohon karenanya kesaksian saksi-saks) tersabut dapat dipertimbangkan dan
telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1969 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2000,

Menimbang, bahwa keterangan kedua seksi tersebut telah diberikan
dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber
darl penglihatan dan atau pendengaran sendii, keterangan satu dengan lainnya
telah saling mendukung serta telah sesual dengan dalil-dalil dan alasan pokok
parmohonan Pamohon maka hal itu telah sesusl dengan ketentuan Pasal 171
R.Bg jo. Pasal 308 - 306 R By, dengan demikian saksi-sakel tersabut dipandang
telah memenuhi syarat formi dan syarat maternill bukti saksi, sehingge keterangan
saksi-aaksl @ guo telah dapat ditenma sebagal buktl yang cukup mendukung
kabenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkars iny;

Menimbang, bahwa dan permohonan Pemohon, yang didukung bukti P
dan 2 {dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Makim
telah dapat menemukan fakta-fakta sebagal berkut

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-str yang sah, menikah
pada tanggal 14 Juni 2012 dan belum dikarunial anak;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan
pertengkarn secara terus menerus yang disebabkan antara Pemohon
dengan Termohon tidak ada kesepakan tentang tempat tinggal bersama dan
karena ikut campumys orang tua Termohon dalam masalah ramah tangga;
Babwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah
berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 2 bulan lamanys,

Boahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun
kembali sebagal suami-istr, akan tetap: hdak berhasi,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakla tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa dalldalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti
kobenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon
telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken mariage) dan sudah sangat
sultt untuk disatukan serta tidak ada harapan skan hidup rukun lagl dalam
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membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Manimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon
dapat dilthat dan fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara
Pemohon dengan Termohon yang berakhir dengan pisah tempat tinggal
(Scheiding van tafel and bed) selama § tahun 2 bulan, serts upays damai yang
dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tdak berhasi|
Hal inl adalah merupakan indikas: bahwa antars Pamohon dengan Termohon
sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam
membing rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon  dengan
Termohon  telah  sampal  pada  kondisi  pecah, maka dengan  lidak
mempertimbangkan lagi dan pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan
perengkaran & quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sullt untuk dapat
mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atay rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan  atau  keluarga  yang  sakinah,
penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Manimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci
Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut
diatas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dar pada
masiahat (kebalkan), diantaranys penderitaan batin yang bekepanjangan bagi
kedua belah pihak, padahal menclak keburukan harus didabulukan daripada
mangharap Kebalkan, sebagaimana kaedah ushul figh yang terdapat dalam kitaty
At- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyt

pdladdl Gl o o ke sl s
Artinya = Menolak kemudharatan (keburukan) lebih divtamakan denpada merath
kemasishatan (kebaikan) |

Menimbang, bahwis Majelis periu mengetengabkan dalil al-Quran surat al-
Baqacah ayat 227 yang berbunyl.
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Artinya:  Jika mereka (pare summi) tolah  berketetapan  hatt  untuk
menjatubkan talak, maka sesungguhnys Allah Maha Mandengar lagi Maha
Mengetahul,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum o
atas, Majols berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon uniuk diber  izin
mengucapkan kear talak atas dirl Termohon telah memenuhl alasan yang cukup
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemernintah Nomor 8
Tahun 1975 fo. Pasal 116 huruf () Kompilasi Hukum (slam, oleh karena tu sesual
ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1980 tentang
Peraditan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2008, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnys
dikabulkan dengan membern zin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talek satu
raf'f terhadap Termohon,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomaor
7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinys
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peraditan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan, serta dalil
syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADIL!

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggll dengan reami dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir,

2. Mangabulkan parmohonan Pemahon dengan verstek;

3. Member zin kepada Pemohon untuk
maenjatubkan talak satu ra)l terhadap Termohon di
depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumiah
Rp 591.000.- (hma ratus sembilan pulub satu ribu ruplah);

Domikian putusan inl difatubkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim
Pangadilan Agama Tembilahan pada han Rabu tanggal 21 Maret 2018 Masehi
bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 M, oleh kami RIDWAN HARAMAP S H.

Haolarman § das 10 halampn
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sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S H.I dan FATHUR
RIZQI, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari
itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang
didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ABDUL AZIS, S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Ketua Majelis,

RIDWAN HARAHAP, S.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

\

N i

i

RIKI DERMAWAN, S.H.I FATHUR RIZQI, S.H.Il.

Panitera ganti,

e

fIEbu/L)rms, S.H

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran; = Rp. 30.000,-
Biaya Proses; = Rp. 50.000.-
Biaya Panggilan; = Rp. 500.000.-
Biaya Redaksi; = Rp. 5.000,-
Biaya Meterai, = Rp. 6.000.-
Jumlah = Rp 581.000.-
( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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